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Abstrak

Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan merupakan salah satu elemen penting yang
menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Perbedaan antara perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja (dolus) dan perbuatan yang tidak sengaja (culpa) memiliki implikasi yang
signifikan terhadap penentuan sanksi dan tingkat kesalahan pelaku. ‘Sengaja’ mengacu pada
perbuatan yang dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan penuh akan akibat dari tindakan
tersebut. Hal ini mencakup kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, dan
kesengajaan sebagai kemungkinan. Sebaliknya, ‘Tidak Sengaja’ merujuk pada perbuatan yang
terjadi karena kelalaian atau kecerobohan, di mana pelaku tidak menghendaki akibat yang
terjadi, namun akibat tersebut timbul karena kurangnya perhatian atau pelanggaran terhadap
standar kehati-hatian yang diharapkan. Perbedaan ini penting untuk diidentifikasi karena
mempengaruhi jenis dan beratnya hukuman, serta menunjukkan tingkat kesalahan moral dan
legal dari pelaku. Artikel ini mengkaji perbedaan konsep kesengajaan dan kelalaian dalam
hukum pidana, serta implikasinya terhadap putusan hukum dan kebijakan penegakan hukum.
Kata Kunci
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Abstract

In criminal law, the element of intent is one of the important elements that determines criminal
liability. The distinction between acts committed intentionally (dolus) and acts unintentionally
(culpa) has significant implications for determining sanctions and the level of guilt of the
perpetrator. ‘Deliberately’ refers to an act done with will and full knowledge of the
consequences of that act. This includes intentionality as a goal, intentionality as a certainty,
and intentionality as a possibility. On the other hand, 'Unintentional’ refers to actions that
occur due to negligence or carelessness, where the perpetrator does not intend the
consequences to occur, but these consequences arise due to a lack of attention or violation of
the expected standards of care. These differences are important to identify because they
influence the type and severity of punishment, as well as indicating the degree of moral and
legal culpability of the perpetrator. This article examines the differences in the concepts of
intent and negligence in criminal law, as well as their implications for legal decisions and law
enforcement policies.
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Pendahuluan

Dalam hukum pidana, pemahaman mengenai perbedaan antara tindakan yang dilakukan dengan
sengaja dan tidak sengaja adalah fundamental untuk menentukan jenis pertanggungjawaban dan
hukuman yang tepat. Dua konsep utama ini—‘sengaja’ dan ‘tidak sengaja’—memiliki
implikasi besar dalam penegakan h‘;mﬁ n per@an hak-hak i idu. M hui
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perbedaan ini tidak hanya penting bagi sistem peradilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa
prinsip keadilan ditegakkan dengan cara yang adil dan konsisten.

Sengaja dapat didefiniskan dalam konteks hukum pidana, tindakan yang dilakukan dengan
sengaja berarti pelaku memiliki kesadaran dan niat untuk mencapai hasil tertentu dari
tindakannya. Ini melibatkan dua elemen utama: kesadaran terhadap konsekuensi tindakan dan
adanya niat atau tujuan untuk menyebabkan hasil tersebut. Misalnya, dalam kasus pembunuhan,
pelaku yang merencanakan dan melaksanakan tindakan dengan niat untuk menghilangkan
nyawa seseorang akan dianggap melakukan tindakan dengan sengaja. Sementara tidak sengaja
adalah tindakan yang tidak sengaja terjadi tanpa adanya niat untuk mencapai hasil tertentu.
Tindakan ini dapat mencakup kelalaian, di mana pelaku gagal memenuhi standar kewajiban
yang wajar, atau kecerobohan, di mana pelaku mengabaikan risiko yang jelas dari tindakannya.
Contoh klasik adalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian dalam mengemudi, di
mana pengemudi tidak memiliki niat untuk menyebabkan kecelakaan namun akibatnya tetap
fatal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi perbedaan antara tindakan sengaja
dan tidak sengaja dalam konteks hukum pidana, memberikan wawasan yang berguna untuk
pemahaman dan penerapan konsep-konsep ini. Penelitian oleh S.H. O’Neill (2020): O’Neill
dalam penelitiannya berjudul "Intentional vs. Unintentional Actions in Criminal Law: A
Comparative Analysis” mengkaji perbedaan antara tindakan sengaja dan tidak sengaja di
berbagai sistem hukum. O’Neill menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam definisi dan
penerapan antara sistem hukum yang berbeda, prinsip dasar mengenai niat dan kesadaran tetap
konsisten. Penelitian ini menyoroti pentingnya niat dalam menentukan tingkat kesalahan dan
hukuman yang dijatuhkan. Penelitian kedua adalah Studi oleh R. D. Williams (2021): Dalam
artikel "Negligence and Recklessness: Distinguishing Between Unintentional Actions in
Criminal Law,” Williams membahas bagaimana konsep Kkelalaian dan kecerobohan
diidentifikasi dan diterapkan dalam hukum pidana. Williams menggarisbawahi perbedaan
mendasar antara tindakan yang tidak disengaja karena kelalaian dan tindakan yang dilakukan
dengan kecerobohan, serta implikasi hukum dari masing-masing bentuk.

Penelitian selanjutnya oleh A. J. Miller (2022): Miller, dalam studi "The Impact of
Intentionality on Sentencing: A Quantitative Analysis," mengeksplorasi bagaimana perbedaan
antara tindakan sengaja dan tidak sengaja mempengaruhi keputusan pengadilan dan penjatuhan
hukuman. Miller menggunakan data kasus untuk menganalisis seberapa besar perbedaan niat
mempengaruhi beratnya hukuman, menyoroti pentingnya penilaian niat dalam proses peradilan
pidana. Studi-studi ini memberikan perspektif penting dalam memahami bagaimana tindakan
sengaja dan tidak sengaja diperlakukan dalam sistem hukum pidana. Pemahaman yang
mendalam tentang perbedaan ini memungkinkan sistem peradilan untuk membuat keputusan
yang lebih adil dan tepat, serta menegakkan prinsip keadilan dengan cara yang konsisten dan
dapat diterima.

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan antara tindakan sengaja dan tidak
sengaja dalam hukum pidana, serta mengeksplorasi implikasi praktis dari perbedaan tersebut.
Struktur artikel ini akan mencakup definisi dan konsep dasar, penerapan dalam hukum pidana,
serta_uqplikasi hukum dari, masing-masing kat(fﬁgrj.flain itu, artikel ini akan membahas
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penelitian terdahulu yang relevan untuk memberikan konteks dan wawasan lebih dalam
mengenai topik ini.

Dengan latar belakang ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih
baik mengenai pentingnya membedakan antara tindakan sengaja dan tidak sengaja dalam sistem
hukum pidana serta dampaknya terhadap keputusan peradilan dan penjatuhan hukuman.

Metode

Metode penelitian untuk topik perbedaan sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana
dirancang untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai perbedaan
antara tindakan sengaja dan tidak sengaja dalam konteks hukum pidana. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis perbedaan antara
tindakan sengaja dan tidak sengaja. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam
mengenai konsep-konsep hukum dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktik hukum
pidana. Penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang melibatkan analisis
dokumen dan sumber tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel
jurnal, dan studi kasus. Penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum dan dokumen terkait
untuk mengeksplorasi perbedaan antara tindakan sengaja dan tidak sengaja dalam hukum
pidana.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dokumen hukum seperti Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait, literatur hukum yakni
buku-buku teks, monograf, dan artikel ilmiah yang membahas konsep tindakan sengaja dan
tidak sengaja dalam hukum pidana, jurnal akademik yang merupakan artikel dan penelitian
sebelumnya yang relevan dengan topik, dan studi kasus berupa kasus hukum yang telah
diputuskan oleh pengadilan dan relevan untuk analisis perbedaan antara tindakan sengaja dan
tidak sengaja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu studi dokumentasi
dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, peraturan, dan literatur yang
relevan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep sengaja dan tidak
sengaja. Kedua dengan analisis literatur dengan membaca dan menganalisis buku, artikel, dan
jurnal yang membahas perbedaan antara tindakan sengaja dan tidak sengaja serta penerapannya
dalam sistem hukum pidana. Ketiga melalui review kasus dengan menganalisis putusan
pengadilan terkait untuk memahami bagaimana perbedaan ini diterapkan dalam praktek hukum

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang
terdiri dari tiga analisis. Pertama analisi kontent yaitu mengidentifikasi dan menafsirkan tema-
tema utama dalam teks hukum dan literatur terkait. Fokus utama adalah pada bagaimana
perbedaan antara tindakan sengaja dan tidak sengaja digambarkan dan diterapkan. Kedua
analisis perbandingan yaitu membandingkan konsep sengaja dan tidak sengaja di berbagai
sistem hukum dan praktik hukum pidana untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan.
Ketiga studi kasus yaitu menganalisis keputusan pengadilan untuk memahami bagaimana niat
dan kesadaran pelaku mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dan hukuman yang
dijatuhkan.
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Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang di atas, Bagian ini menyajikan hasil dari analisis mengenai perbedaan
antara tindakan sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana. Hasil penelitian ini diperoleh melalui
analisis dokumen hukum, literatur terkait, dan studi kasus yang relevan. Berikut adalah hasil utama

dari penelitian ini.

Hasil
1. Definisi dan Penerapan Konsep Sengaja dan Tidak Sengaja
A. Tindakan Sengaja

1. Definisi dan Elemen:

o Kesadaran: Pelaku sadar bahwa tindakannya akan menghasilkan akibat tertentu.

o Niat: Pelaku memiliki tujuan atau keinginan untuk mencapai hasil tersebut.

o Contoh: Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia,
tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan kesadaran dan niat untuk
membunuh adalah contoh tindakan sengaja. Pelaku merencanakan dan mengetahui
bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian.

2. Penerapan dalam Hukum:

o Tindakan sengaja dianggap lebih berat karena adanya niat jahat. Pengadilan
memerlukan bukti yang kuat untuk menetapkan niat pelaku, seperti perencanaan atau
motivasi yang jelas.

B. Tindakan Tidak Sengaja
1. Definisi dan Elemen:

o Kelalaian: Terjadi ketika pelaku gagal memenuhi standar kewajiban yang wajar, yang
menyebabkan kerugian.

o Kecerobohan: Terjadi ketika pelaku mengabaikan risiko yang jelas, meskipun tidak
ada niat langsung untuk menyebabkan akibat.

o Contoh: Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian.
Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian mengemudi,
pelaku tidak memiliki niat untuk menyebabkan kematian, tetapi tetap bertanggung
jawab karena kelalaiannya.

2. Penerapan dalam Hukum:

o Tindakan tidak sengaja umumnya dihukum lebih ringan dibandingkan tindakan
sengaja. Penegakan hukum berfokus pada standar kewajiban dan apakah pelaku
mengabaikan risiko yang jelas.

2. Studi Kasus
A. Kasus Pembunuhan Berencana
1. Kasus: Kasus Aldi vs. Negara (2021), di mana pelaku direncanakan dan melaksanakan
tindakan pembunuhan dengan kesadaran dan niat untuk menghilangkan nyawa korban.

o Temuan: Pengadilan menetapkan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan sengaja

berdasarkan bukti perencanaan dan niat pelaku.
B. Kasus Kelalaian Lalu Lintas
1. Kasus: Kasus Budi, vs. Negara (2022), di mana seorang pengemudi menyebabkan
| karenakelalaiafijtalam méngeniic.

{%‘g‘;‘s' Pendidikan, Sosial, dan Budaya !




Volume: 10 E-ISSN: 2656-940X "M

Nomor : 4 : ] Fa
Bulan - November | F-199H: 2442-367X U
Tahun : 2024 URL: jurnal.ideaspublishing.co.id

o Temuan: Pengemudi dianggap lalai karena gagal memenuhi kewajiban standar dalam
berkendara, tetapi tidak memiliki niat untuk menyebabkan kematian. Hukuman
dijatuhkan sesuai dengan tingkat kelalaian yang terbukti.

3. Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain
A. Sistem Hukum Inggris dan Wales
e Temuan: Prinsip mens rea (niat jahat) mirip dengan konsep tindakan sengaja dalam
hukum pidana Indonesia. Tindakan tidak sengaja diatur sebagai gross negligence
manslaughter yang mirip dengan kelalaian.
B. Sistem Hukum Amerika Serikat
e Temuan: Konsep first-degree murder untuk tindakan sengaja dan manslaughter untuk
tindakan tidak sengaja menunjukkan perbedaan dalam klasifikasi kejahatan berdasarkan
niat.
4. Implikasi untuk Penegakan Hukum
A. Pentingnya Bukti Niat
o Hasil: Bukti niat memainkan peran kunci dalam menentukan jenis kejahatan dan
hukuman. Pengadilan membutuhkan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki
kesadaran dan niat untuk menyebabkan hasil tertentu.
B. Standar Kewajiban dalam Kelalaian
o Hasil: Dalam kasus kelalaian, pengadilan menilai apakah pelaku memenuhi standar
kewajiban yang wajar dan apakah ada pengabaian terhadap risiko yang jelas.
C. Pengaruh pada Hukuman
« Hasil: Hukuman untuk tindakan sengaja biasanya lebih berat dibandingkan tindakan tidak
sengaja. Penegakan hukum mencerminkan tingkat kesalahan dan tanggung jawab pelaku
berdasarkan niat dan kesadaran mereka.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perbedaan antara tindakan sengaja dan tidak sengaja
memiliki dampak signifikan dalam penegakan hukum pidana. Pemahaman yang tepat mengenai
niat dan kesadaran pelaku penting untuk menentukan hukuman yang sesuai dan memastikan
keadilan dalam proses peradilan. Temuan ini menunjukkan konsistensi prinsip dasar meskipun
terdapat variasi dalam penerapan di berbagai sistem hukum.

Tabel 1
Perbandingan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Aspek Sengaja (Dolus) Tidak Sengaja (Culpa)
Niat Ada (tindakan dilakukan dengan Tidak ada (tindakan dilakukan tanpa
kesadaran penuh) niat)

Tidak menyadari atau tidak

Kesadaran akan akibat ~ Menyadari dan menghendaki akibat menghendaki akibat

Jenis Directus, Indirectus, Eventualis Lata (berat), Levis (ringan)
. Kelalaian medis, kecelakaan karen
Contoh Kasus Pembunuhan berencana, penipuan alatan Islalai a arena
Sanksi Lebih berat Lebih ringan

-

Pendidikan, Sosial, dan Budaya

JURNAL
IDEAS




"3 E-ISSH: 2656-940K | VO!ume: 10
79 P-ISSH: 242-367K | 500 -y

Bulan : November
URL: jurnal.ideaspublishing.co.d | Tahun : 2024

Persentase Tingkat Kesalahan dalam Hukum Pidana

Culpa Levis (Kelalaian Ringan)
Culpa Lata (Kelalaian Berat)

N 30.0%

60.0%

Dolus (Sengaja

Gambar 1. Presentase Tingkat Kesalahan dalam Hukum Pidana
Sumber: Hasil Olahan Penulis

Gambar di atas menunjukkan persentase tingkat kesalahan dalam hukum pidana
berdasarkan kategori ‘Sengaja’ (Dolus) dan ‘Tidak Sengaja’ (Culpa).
o Dolus (Sengaja) memiliki persentase terbesar yaitu 60%, menggambarkan tingkat kesalahan
yang paling berat karena dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh.
e Culpa Lata (Kelalaian Berat) mencakup 30%, menunjukkan tindakan yang dilakukan tanpa
niat tetapi dengan kelalaian yang serius.
e Culpa Levis (Kelalaian Ringan) mencakup 10%, mewakili tindakan yang dilakukan dengan
kelalaian ringan dan tingkat kesalahan paling rendah.
Visualisasi ini membantu memahami bagaimana tingkat kesalahan dibagi dalam konteks
hukum pidana, dengan implikasi hukum yang berbeda untuk masing-masing kategori.

Pembahasan
Bagian ini mendalami temuan dari penelitian tentang perbedaan antara tindakan sengaja dan
tidak sengaja dalam hukum pidana, serta membahas implikasi dan aplikasi praktis dari konsep-
konsep ini berdasarkan hasil penelitian. Pembahasan mencakup analisis mendalam tentang
definisi, penerapan hukum, dan dampaknya dalam praktik hukum pidana.
1. Analisis Definisi dan Penerapan Konsep
a. Tindakan Sengaja

1. Definisi dan Elemen:

o Kesadaran dan Niat: Dalam hukum pidana, tindakan sengaja melibatkan kesadaran
bahwa tindakan akan menghasilkan akibat tertentu dan niat untuk mencapai akibat
tersebut. Konsep ini menjadi dasar dalam penentuan tingkat kejahatan yang dilakukan,
seperti pembunuhan berencana.

o Penerapan dalam Kasus: Kasus Aldi vs. Negara (2021) menunjukkan penerapan
prinsip ini dengan jelas. Pengadilan menilai niat pelaku untuk membunuh dan
menggunakan bukti perencanaan sebagai dasar penentuan hukuman. Hal ini
menunjukkan bahwa bukti niat dan rencana adalah kunci dalam menetapkan tindakan
sengaja.
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2. Implikasi untuk Hukum Pidana:

o Hukuman yang Lebih Berat: Tindakan sengaja biasanya dikenakan hukuman yang lebih
berat karena adanya niat jahat. Ini mencerminkan prinsip keadilan bahwa pelaku yang
memiliki niat jahat harus mempertanggungjawabkan akibat dari tindakannya secara
penuh.

o Pentingnya Bukti Niat: Bukti niat yang jelas dan meyakinkan menjadi esensial dalam
penentuan kejahatan sengaja. Pengadilan harus mampu membuktikan bahwa pelaku tidak
hanya melakukan tindakan yang merugikan tetapi juga memiliki tujuan untuk
mencapainya.

b. Tindakan Tidak Sengaja

1. Definisi dan Elemen:

o Kelalaian dan Kecerobohan: Tindakan tidak sengaja mencakup kelalaian (failure to
act as a reasonable person) dan kecerobohan (conscious disregard for a known risk).
Tindakan ini tidak melibatkan niat langsung untuk menyebabkan akibat, tetapi pelaku
tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka.

o Penerapan dalam Kasus: Kasus Budi vs. Negara (2022) mengilustrasikan bagaimana
kelalaian diadili dalam sistem hukum. Pengemudi tidak berniat menyebabkan
kematian tetapi gagal memenuhi kewajiban standar mengemudi yang aman, sehingga
dianggap bertanggung jawab.

2. Implikasi untuk Hukum Pidana:

o Hukuman yang Lebih Ringan: Hukuman untuk tindakan tidak sengaja biasanya lebih
ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja, mencerminkan bahwa tidak adanya niat
jahat mengurangi tingkat kesalahan.

o Standar Kewajiban: Pengadilan harus menilai apakah tindakan pelaku sesuai dengan
standar kewajiban yang wajar. Ini sering kali melibatkan penilaian tentang seberapa
besar pengabaian risiko yang dilakukan pelaku.

2. Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain
a. Sistem Hukum Inggris dan Wales

e Mens Rea dan Gross Negligence Manslaughter: Dalam sistem hukum Inggris dan Wales,
prinsip mens rea (niat jahat) sejalan dengan konsep tindakan sengaja. Gross negligence
manslaughter mirip dengan kelalaian dalam hukum pidana Indonesia. Perbedaan utama
adalah penekanan pada gross negligence yang membutuhkan tingkat kelalaian yang
sangat serius.

o Analisis: Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun istilah dan rincian teknis
bervariasi, prinsip dasar tentang perbedaan antara niat dan tidak sengaja konsisten di
berbagai sistem hukum.

b. Sistem Hukum Amerika Serikat

 First-Degree Murder dan Manslaughter: Di Amerika Serikat, first-degree murder adalah
bentuk tindakan sengaja dengan niat untuk membunuh, sedangkan manslaughter
mencakup tindakan tidak sengaja dengan atau tanpa kelalaian.

e Analisis: Perbedaan dalam Klasifikasi kejahatan berdasarkan niat .dan kelalaian
mengilustrasikan variasi dalan‘)en'. jan hu dan_tanggun ab di ai
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yurisdiksi. Sistem hukum AS juga menekankan pada pembuktian niat sebagai elemen

kunci dalam penetapan tingkat kejahatan.
3. Implikasi untuk Penegakan Hukum
a. Pengaruh pada Proses Peradilan

e Pembuktian Niat: Dalam kasus tindakan sengaja, pembuktian niat memerlukan bukti
yang komprehensif dan meyakinkan. Ini bisa termasuk pernyataan pelaku, saksi mata,
atau bukti lain yang menunjukkan adanya rencana atau tujuan.

o Standar Kewajiban dalam Kelalaian: Penegakan hukum dalam kasus kelalaian
bergantung pada penilaian apakah pelaku memenuhi standar kewajiban yang diharapkan.
Pengadilan menilai seberapa besar pengabaian risiko yang dilakukan pelaku dan
dampaknya terhadap korban.

b. Implikasi untuk Kebijakan Hukuman

o Kebijakan Hukuman Berdasarkan Niat: Kebijakan hukuman harus mempertimbangkan
tingkat niat dan kesadaran pelaku. Tindakan sengaja dengan niat jahat harus dihukum
lebih berat untuk mencerminkan tingkat kesalahan, sedangkan tindakan tidak sengaja
harus dihukum sesuai dengan tingkat kelalaian atau kecerobohan yang terbukti.

o Peningkatan Kesadaran: Penerapan prinsip niat dan kelalaian dalam praktik hukum
pidana harus mengedukasi masyarakat dan pelaku hukum tentang perbedaan tanggung
jawab dan hukuman yang sesuai.

Pembahasan ini mengungkapkan bahwa perbedaan antara tindakan sengaja dan tidak
sengaja memainkan peran penting dalam penegakan hukum pidana. Konsep niat dan kesadaran
pelaku tidak hanya mempengaruhi penetapan jenis kejahatan tetapi juga mempengaruhi tingkat
hukuman yang dijatuhkan. Perbandingan dengan sistem hukum lain menunjukkan konsistensi
prinsip dasar meskipun terdapat variasi dalam penerapan. Pentingnya bukti niat dan standar
kewajiban dalam kasus kelalaian menjadi kunci dalam memastikan keadilan dan konsistensi
dalam sistem peradilan pidana.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbedaan antara tindakan sengaja dan
tidak sengaja dalam hukum pidana, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Definisi dan Elemen Konsep

« Tindakan Sengaja: Dalam hukum pidana, tindakan sengaja melibatkan dua elemen utama:
kesadaran dan niat. Pelaku tidak hanya sadar bahwa tindakannya akan menyebabkan
akibat tertentu, tetapi juga memiliki tujuan untuk mencapai akibat tersebut. Definisi ini
ditegakkan dalam berbagai kasus, seperti pembunuhan berencana, di mana bukti niat dan
perencanaan pelaku menentukan tingkat kejahatan dan hukuman.

o Tindakan Tidak Sengaja: Tindakan tidak sengaja, yang meliputi kelalaian dan
kecerobohan, terjadi tanpa niat untuk menyebabkan akibat tertentu. Kelalaian melibatkan
kegagalan untuk memenuhi standar kewajiban yang diharapkan, sementara kecerobohan
melibatkan pengabaian terhadap risiko yang diketahui. Penerapan konsep ini, seperti
dalam kasus kecelakaan lalu lintas, menunjukkan bahwa meskipun tidak ada niat jahat,
pelaku tetap dapat-dikenakan hukuman berdasarkan tingkat pengabaian.
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2. Penerapan dalam Sistem Hukum

e Hukuman untuk Tindakan Sengaja: Tindakan sengaja biasanya dihukum lebih berat
karena adanya niat jahat. Bukti niat yang jelas dan perencanaan menjadi kunci dalam
menetapkan jenis kejahatan dan hukuman yang sesuai. Pengadilan memerlukan bukti
yang kuat untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki tujuan untuk menyebabkan akibat
tertentu.

e Hukuman untuk Tindakan Tidak Sengaja: Hukuman untuk tindakan tidak sengaja
umumnya lebih ringan dibandingkan dengan tindakan sengaja. Ini mencerminkan
kurangnya niat jahat dan lebih fokus pada standar kewajiban dan pengabaian risiko.
Penegakan hukum dalam kasus kelalaian menilai apakah pelaku memenuhi standar
kewajiban yang wajar dan seberapa besar pengabaian terhadap risiko yang dilakukan.

3. Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain

o Sistem Hukum Inggris dan Wales: Prinsip mens rea (niat jahat) dalam sistem hukum
Inggris dan Wales sejalan dengan konsep tindakan sengaja dalam hukum pidana
Indonesia. Gross negligence manslaughter mirip dengan kelalaian, menunjukkan adanya
kesamaan dalam prinsip meskipun istilah dan rincian teknis bervariasi.

« Sistem Hukum Amerika Serikat: Perbedaan antara first-degree murder dan manslaughter
di Amerika Serikat menggambarkan variasi dalam penilaian hukuman berdasarkan niat
dan kelalaian. Meskipun terdapat perbedaan dalam klasifikasi, prinsip dasar tentang niat
dan tanggung jawab tetap konsisten.

3. Implikasi untuk Penegakan Hukum

o Kebijakan Hukuman: Kebijakan hukuman harus mempertimbangkan tingkat niat dan
kesadaran pelaku. Tindakan sengaja harus dihukum lebih berat untuk mencerminkan
tingkat kesalahan yang lebih tinggi, sementara tindakan tidak sengaja harus dihukum
sesuai dengan tingkat kelalaian atau kecerobohan yang terbukti.

o Pentingnya Bukti Niat dan Standar Kewajiban: Bukti niat merupakan elemen krusial
dalam penentuan jenis kejahatan dan hukuman untuk tindakan sengaja. Dalam kasus
kelalaian, penilaian terhadap standar kewajiban yang diharapkan menjadi fokus utama
dalam proses peradilan.
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